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ABSTRAK

Setiap Bank narus Ineinilikiimage yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya
o1eliinasyarakat untuk meIakukaii Regiataii perbankan yaitu meminiani dan menyi!ripan uang inaupun
meinarifaatka!Ijasa perbankan lainnya. Dengan demikian suatu bank dapat meIniliki riasabah yang banyak
dan dapattotap eksis ditengah-tengah masyarakat. Bank narus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan
dana para 11asabali sellingga memberikaii rasa aman bagiiiasabali untuk memberikan kepercayaan yang
penuli bagi bank dalain menyiinpan dan morigelolaiiya dananya. Penelitian ini akan mengkqji mengenai
peraii Lembaoa Penjamiii Simpanan dalam memberikaii perlindungan 11ukuin ternadap riasabah. Metode
yang digunakaii ada!all pendekataii yuridis normalif, dengaii spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data
yang digunakan adalali data sekunder yang meliputi bahan-bahan ITUkuin baik bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder sena ballaii 11ukum tersier. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatiifdan

hasilnya akan diuraikan dalam bentok laporan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat bedungsi untok
mengatur keamanan dan kesehatan bank secara urnum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai
pengawas yang dilakukan dengan cara mornantau noraca, praktik pemberian pinjaman an strategiinves asi
dengaiiinaksud untuk meIihat tanda-tanda/inaneia! distress yang mengarali kepada kebangkrutan bank.
0161i sobab itu keberadaaii LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah

kepanikan riasabali dengan jalan meyakinkan riasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi
keuangan meinburuk

Kata kunci: LPS, Perlindungan, Nasabali
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PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan dewasa

ini, memberikan kontribusi yang besar bagi

porekonomian dilndonesia. Bank-bank baru saat

in jinulai unjuk kebolehan dalam persaingan dunia

perbankan. Bank Inerupakai\ suatu badan usaha

yaiig mengliimpun dana dariInasyarakat dalam

bentuk simpanaii dan merryalLii'kamiya kepada

masyarakat daiain bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya. Jadi bank meI'upakaii badan usalla

yang mendapatkan sumber dana techesar dan dana

masyarakat yang dipergunakaii bagi kelangsungan

operasional bank. Setiap bank narus morniliki

image yang baik di daiani masyarakat agar suatu

bank dapat dipercaya o161i masyarakat untuk

meIakukaii kegiatan perbankan yaitu meminiam

dan menyimpan uang inaupun meInarifaatkaiijasa

perbankan lainnya. Dengan demikian suatu bank

dapat meInilikiiiasabali yang banyak dan dapat

tetap oksis direngali-tengalt masyarakat .

Pada tahuii 1992 diundangkan Undang-

undang Nomor 7 Tallun 1992 tentang Perbankan

yang kernudiaii diubah dongan UU Nomor 10

tahun 1998 , Undang-undang ini disahkan o16h

Presiden pada tangga1 10 November 1998
tersebutUndang-undangPerubahan

dilatarbelakangi o16h Undang"undang No. 7 Tahun

1992 tersebut sudan tidak lagi mornadai dalam

perkembangan perekonomian riasional dan

Internasional. Sedangkan sumber-sumber hukum

lainnya yang mendukung Undang-undangtersebut

antara lain berupa Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, KGputusan Presiden, Peraturan Bank

Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank

Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas

sumber hukum dalam arti formi! dan sumber

hukuin daiam am niateriil. Sumber linkum dalam

arti material adalali SUITiber ITUkum yang

Inenentukaii isi ITUkuiii iru sendiri dan itu

dilakukantergantung dari sudut

peninjauannya, apakali dan sudut pandang

okonomi, s{^jarah, SOSiologi, fi!safat dan lain

sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal

adalalt tempat chinana diteinukannya ketentuan

hukum dan perundang-undangan balk yang

tertulis inaupun yang tidak tertulis', Secara urnum

hukum perbankan adalah Irukum POSitif yang

mengatur segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank yang berlaku pada saat ini. Bank-
ada saat ini berada di bawahbank yag

pengawasan Bank Indonesia. Wewenang Bank

Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-

bank tersebut juga Inelakukan pembinaan

torhadap Bank-bank yang bermasalah. Bank

Indonesia tidak lagi menjadi bagian Iembaga

operasional Bankpemeintahh tetapi

Indonesia tetap berliubungan dengan pemerintah.

Sesuai Pasa1 29 ayat (2) Undang-undang

RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

disebutkan bahwa, " Bank WE\jib memelihara

tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan

kecukupan modal, kekuatan asset, kualitas

manajemen, Iikuiditas, rentabilitas, solvabilitas

dan aspek lain yang bechubungan dengan usaha

inaria

' Deyuzar Syamsi, Prospek Bisnis Tanp@
Uoitg Tunai, (Bank & Malla, jemen, No. 53
Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia
Tbk),. 11a1 27

secara

'Rachmadi Usinari, rtspek-ISPek Hz, kz, in
PerbonkaJi ofi Indonesia, (Jakarta : PT. Grainedia
Pustaka Utama, 2001 ), halaman 12

73



Iuas ini yang beadasarkan kepada KGputusan

Presiden kurang dapat Inemberikan kekuatan

hukuin sehingga nieniinbulkan permasalalian

dalam pelaksanaaii penjaminan. Oldi karena iru

diperlukan dasar ITUkum yang Iebili kuat dalam

bentuk undang-undang. Sellingga pada tahun

2004 dikeluarkan Undang-Lindang Nontor 24

tentang Lembaga Pel^ainiii Sillipaiian, Undang-

undang ini inulai berlaku efektif 12 bulaii seiak

diundangkan sehingga pendirian dan operasional

LPS dimulai pada 22 September 2005. Latar

belakang Iahirnya UU N0 24 Tahuii 2004 tentang

LPS karena did asari urgensi perlindungaiiliukum

techadap naabali penyimpan dana pada Iembaga

perbankan diperlukaii sebagai upaya menjaga

kepercayaan masyarakat Ierhadap bank yaitu agar

masyarakat tetap Inemiliki keyakinan daiam

menyimpan dana yang dimiliki di bank. Urgensi

yang lain adalali sobagai upaya menghindari

financial distress, dimana kondisi bank

mengalami kesulitan keuangan atau Iikuiditas.

Adapun urgensi yang terpenting adalah untuk

upaya menjaga stabilitas ekonomi riasional, secara

kliusus untuk menjaga gejolak moneter dan

menekan tingkatinnasi.

Dari- boberapa ulasaii diatas, Inaka

permasalahan yang akan dik;^, ji daiain penelitian

ini adalah Peran Lembaga Penjamin Simpanan

Daiam Memberikan Fernndungan H11kiim

Terhadap Nasabah.

METODEPENELITIAN

Peran Lembaga Penjamin Simpanan. ....................
Dhidn 117dahrtstanti, rundy, ,"gHerm:,, gSit@barono, Didn Sep!land@"I

meinpelt^ian dan mengkaji azas-azas hukum dan

kaidah-kaidah atau norma-norma hukum POSitif

yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang

ada, dan peraturan perundang-undangan sorta

KGtentuan-ketentuan hukum yang berkaitan

dengaii Iembaga penjainiii sillipanan. Dalain

juga Ineliputi usaha untukpenelitian In I

InGIIemukaii hukum yang sesuai dan yang akan

diterapkan dalam suatu perlnasalahan tertentu di

dalam penelitiaiitersebut.

Spesifikasi Penelitian ini dilakukan secara

deskriptif analitis yaitu prosedur amu pelnecahan

masalali penelitian dilakukan dengan

memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana

adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat

sekarang yang tidak techatas nanya sampai pada

penguinpulan data terapi meliputi analisis dan

interpretasi tentang arti data tersebut. Hal itu

dimaksudkan untuk memberikan gainbaran

sekaligus analisis mengenai pengaturan 11ukum

16mbaga penjamin simpanan di Indonesia.

Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan

gainbaraii mengenai keriyataan dan keadaan

obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan

rangka pengambildalampenganalisaan

kesimpulaii-kesimpulan yang bersif;It

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini

adalah data sokunder yang dikumpu!kan meIalui

studi pustaka kernudian dianalisis secara

kualitatif; pada tahap ini data yang diperoleh

disusun secara sistematis, untuk selanjutnya

dihasilkan suatu kejelasan dan masalah yang

diteliti, dalam bentuk karya ilmiah

EIASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah pondekatan yuridis nonnatif.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan

cara

urnum.

75



juga dapat beof ungsi sebagai pengawas yang

dilakukan dengan cara meinaritau neraca, praktik

pornberian pinjaman dan strategiinvestasi dengan

inaksud untuk meIihat tanda-tanda financial

drstress yang mengarali kepada kebangkrutan

bank. 01eli sebab itu!all keberadaan LPS sebagai

baoian dari sisteiii perbankaii 11'16njadi penting

gtina mencegal, kepanikaii 11asabali dongaiijalan

menyakinkaii riasabali tentang keainanaii
kondisisekalipunSillipanan,

mornburuk.

Sistem perlindungaii 11asabalt yang

diberikaii o101i ternbaga penjamiii siinpanan

banyak niengliasilkaii inarifaat Ineski juga

mengandung KGlemahan, seperti timbulnya

kernunduran dalam disipliii pasar. Untuk itu,

pengawasan dan pengaturan yang efektif

merupakan o1emen penting darij?nancia! sqfeO,

ne! dalain mengendalikan masalali disiplin pasar

UU No. 24 Tallun 2004 juga mornperluas fungsi

dan wewenang LPS sohingga tidak terbatas pada

penjaminaii siinpanaii riasabah, tempi meliputi

pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem

perbankan. Dalain menialankan fungsiiiya LPS

turut pula merumuskan, menetapkan dan

me Iaksanakan kebtiakan penyelesaian bank gagal

(bonk resolution) yang tidak berdampak sistemik

dan meIaksanakan bank gagal beadampak

sistemik. Secara garis besar LPS morniliki dua

tugas utama yaitu sebagai penjamin dana riasabah

penyimpan bank dan sebagailikuidator bank

gagal,

Dhion fudah As!@nti, Titndy'11ngHerningSiTnb, ,orig, Dinn Septiondani
Peran Lembaga Penjamin Simpanan. .....

Di dalam ketentuan Pasa1 37 ayat (1) UU

Perbankan, suatu bank yang mengalami

kesulitaii dalam kelangsungaii usaha dapat

malakukan tindakan-tindakan guna

ponyehatan bank. Salah satu tindakan

tersebut adalali Inenyerahkan pengelolaan

kepada pillak lain. Penoelolaan dialihkan

karena bank tersebut irisolven. Bank

Indonesia dapat mengalihkan pengelolaan

bank yang mengalami kesu!itan yang

meinballayakaii kelangsungan usahanya,

Salali satti pihak yang dapat meneriina

pengalihan pengelolaan bank tersebut

adalali Lembaga Pen^min Simpanaii

karena Lembaga Penjamiii Simpanan

sangat berkepentingan untuk meIindungi

simpanan riasabah. ' Loinbaga Penjamin

Simpanan dayat mengambil anh fungsi

direksi tersebut. 01eli karena itu, agar

tidak benoritangan dengan Undang-

undang Perseroaii Techatas yang

morigatur tentang kewenangan Direksi,

KGwenanga Lembaga Penjamin Simpanan

ini seyogyanya juga dimuat dalam bentuk

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004

Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Fengalihan pangelolaan dan pengurus

bank yang irisolven tersebut dimaksudkan

untuk mencegah te^jadinya Iikuidasi.

b, TahapLikuidasiBank

Pada saat bank sudah tidak dapat

disehatkan inaka Lembaga Fernamin

keuangan

Perun LPS di dalam

kepentingan riasabali yaitu :

a. Tahap penyehataiiBaiik

meIindungi

Adrian Suredi, ASPek Hz, k, ,in Lembogo
Penjmiiin SImpoi!on, (Jakarta: Sinar Cmfika),
20 10, ha!aman 118.

S

77



penjamin simpanan pada dasamya dilakukan

sebagai upaya memberikan perlindungaiiterhadap

dua risiko yaitu irroiiona/ I'lln Ierhadap bank dan

sysieiiiic risk, Dalam menialankan usalla bank

biasanya hanya menyisakan sebagiaii Recil dari

stillpanaii yang diteriitianya untuk betiaga-jaga

apabila ada penarikaii dana o1eli riasabali.

Seinentara, bagiaii terbesar dari simpaiiaii yang

ada dialokasikan untuk pemberiaii kredit.

Keadaaiiini menyebabkaii perbaiikan tidak dapat

menientilii perlnintaan dalam jumlali besar dengan

segera atas simpanaii 11asabah yang dikelolanya,

bi!a ledadi penarikan secara tiba-tiba dan daiam

jumlali besar

Lembaga penjaniiii simpanaii(LPS) dapat

berfuitgsi untuk mengatur keainanan dan

kesehataii bank secara urnum. Di samping itu LPS

juga dapat beof ungsi sebagai pengawas yang

dilakukan dengaii cara Inomantau noraca, praktik

petriberiait pinjaman dan strategiinvestasi dengan

inaksud untuk meIihat tanda-tanda financial

distress yang mengarali kepada kebangkrutan

bank. 16 01eli sebab itulali keberadaaii LPS

sebagai bagiaii dari sistem perbankan menjadi

penting guna mencegah kepanikan riasabah

dongan jalan nienyakinkaii 11asabali tentang

keamanait simpanan sekalipuii kondisi keuangan

bank meinburuk

Fungsi LPS antara lain dapat meIakukan

penyertaan sementara, mengakuisisi, meIakukan

merger untok bank-bank anggota LPS yang

menglami kesulitan. Disamping itu LPS dapat

berfungsi meIakukan kegiatan seperti Aset

MariajemeiT Investssi (AMI)-nya BPPN yang

meniiliki kewenangan untuk Inengambil alih

Peran Lembaga Penjamin Simpanan. ...................
Dhi^n fudahAs!anti, run4it, lagHerningSi!"batono, Digit Sepii@"doni

segala hak dan kewenangan pemegang stham

bank yang gaga!. LPS juga dapat meIakukan

pembatalan setiap kontrak yang mengikat bank

gagal, termasuk menjual dan atau mengalihkan

aset bank tallpa persetujuaii debitor.
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